
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT.
BADAN PERENCANAAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENANAMAN MODAL, DAN LEMBAGATEKNTS DAEMH

KABUPATEN DONGGALA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 1I TAHUN 2OO8

DENGAN MHMATTUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI DONGGALA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkal Daerah, serta
untuk membantu Bupali dalam melaksanakan
urusan Pemerintahan Daerah beadasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan pedu djbentuk
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Tekn;s Daerah Kabupaten Donggala;
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Donggala
Nomor4 Tahun 2001 tentang Organisasidan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Badan
Kabupaten Donggala sebagaimana telah dlubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala
Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggaja
Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga leknis Daerah Berbentuk Badan
Kabupaten Donggala, Peraturan Daerah
Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2001
tentang Organjsasi dan Tata Kerja Lembaga

b.
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Mengingat :L

Teknis Daerah Berbentuk Kanlor Kabupaten
Donggala sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 21

Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor
4 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Kantor
Kabupaten Donggala, dan Peaaturan daerah
Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2006
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit
Umum Daerah Kabelota Kabupaten Donggala,
perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai lagi
dengan perkembangan pengaturan yang
ditetaDkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Penanaman l\4odal, dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Donggala.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun '1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat l! di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1959 Nomor 74. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun '1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Reoublik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun
1974 (Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun't999 Nomor 161, Tambahan Lembaran

2.
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Negara Republik lndonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tamoanan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286):
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraluran Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomo. 4389);
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia lahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4437), sebagaimana telah diubah lerakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemertintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Kguangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor'126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
tJndang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Sisem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2006 Nomor 92. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

Peraturan Pemerinlah Nomor 16 Tahun 1994

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 72'

4.

5.

7.

6.

8.
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L

11.

'10.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547):
Peratu.an Pemerinlah Nomor I Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pembinaan,
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sapil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor '112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4428);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Anlara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
Peraturan Pemerinlah Nomor 41 Tahun 2007
teniang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
Peraturan Daerah Kabupaten Donggaia Nomor 10
Tahun 2005 tentang Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun
2005 Seri E Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9);
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3

12.

14.

15.
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17.

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten
Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten
Donggala Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

dan
BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEfiORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENANAIVIAN MODAL, DAN LEMBAGATEKNIS DAEMH
KABUPATEN DONGGALA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintiahan Daerah; 
-

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala;

to.
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5.
6.

Inspektorat adalah unsur Pengawasan Daerah;
Lembaga Teknls Daerah yang berbentuk Badan, selanjutnya disebut
Badan adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah ;

Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor, selanjutnya disebut
Kantor adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah;
Inspektur adalah Jabatan Pimpinan yang memimpin Inspektorat;
Kepala Badan adalah Jabatan Pimpinan yang memimpin masing-
masing Badan;
Kepala Kantor adalah Jabatan Pimpinan yang memimpin masing-
masing Kantor;
Kepala Satuan adalah Jabatan Pimpinan Satuan polisi pamono
Prala;
Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disebut RSUD adalah
sarana kesehalan yang meyelenggarakan pelayanan kesehatan
perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat
inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
Direktur RSUD adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota.

BAB II
ORGANISASI

Bagian pertama
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibenluk Organisasi dan Tata kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga
Teknis Daerah sebagai berikut :

Inspektorat;
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
Eadan Lingkungan Hidup Daerah;
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
Badan Keluarga Eerencana dan Pemberdayaan Perempuan;
Eadan Kepegawaian Daerah;
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;

7.

8.
o

10.

11 .

12.

13.

a.
b.

d.

f.
g.
h.



a. Satuan Polisi Pamong Praja;
j. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah:k. Rumah Sakit Umum Daerah.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Paragraf 1

Inspektorat

pasal 3

('l) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

(2) lnspektoral dipimpin oleh seorang tnspektur yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati, dan secara teknis adminis-
tratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

pasal 4

(1) Inspekto.at mempunyai tugas melakukan pengawasan lerhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan
pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan
pelaksanaan urusan pemerantahan desa;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Inspektorat mempunyai fungsi :

a. Perencanaan program p€ngawasan;
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas

pengawasan.

Para$af 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman l\4odal

405



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal
merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah
dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang perencanaan penbangunan dan
penanaman modal daerah;
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal
Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan:
b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

pembangunan dan penanaman modal daerah; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat

Pasal 7

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah;
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
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(1)

(2)

Pasal 8

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan perlindungan Masyarakat
mempunyai lugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebi,akan dan standarlsasi teknis di bidang kesatuan bangsa, politik
dan perlindungan masyarakat;
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan perlindungan Masyarakat
mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik
dan perlindungan masyarakat;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintanan
daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan
masyaral(at;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa,
politik dan perlindungan masyarakat; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Badan Lingkungan Hidup Daerah

Pasal 9

Badan Lingkungan Hidup Daerah merupakan unsur pendukung
tugas Pemerintah Daerah;
Badan Lingkungan Hidup Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
lingkungan hidup;
Dalam menyel.nggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi :

(1)

(2)

(1)

(2)
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a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang

lingkungan hidup;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 11

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah;

(2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin
oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan
oesa;

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,
mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan desa;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan
oesa;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan desa; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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Paragraf 5

Badan Keluarga Berencana dan
PemberdaYaan PeremPuan

Pasal 13

(1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah;

(2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Bupali melalui Sekretaris Daerah.

Pasal '14

(1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan

perempuan;
(2) babm menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), Badan Keuarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

mempunYai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan

pemberdayaan perempuan;

b. Femberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan

daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan

perempuan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga

berencana dan pemberdayaan perempuan; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesual

dengan tugas dan fungsinYa'

Paragraf 7

Badan KePegawaian Daerah

Pasal 15

(1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas
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Pemerintah Daerah;
(2) Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat dipimpin oleh seorang

Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

(1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pembinaan kepegawaian daerah;

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kepegawaian
daerah:

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah di bidang pembinaan kepegawaian daerah;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan
kepegawaian daerah; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Pasal 17

(1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan merupakan
unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah;

(2) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dipimpin oleh
seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

(1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhar, mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
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(2)

daerah di bidang urusan ketahanan pangan dan pelaksana
penyutunan;
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayar
(1), Badan Ketahanan pangan dan pelaksana penvulunan
mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang urusan ketahanan pangan
dan penyuluhan;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah di bidang urusan pangan dan penyuluhan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan ketahanan
pangan dan penyuluhan; serta

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 9
Satuan Polisi Pamong praja

pasal l9

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas
Pemerintah Daerah:
Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Satuan Polisi Pamong praja mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebtakan di bidang polisi pamong
praja;
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam avar
(1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang polisi pamong praja;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemeriniahan

daerah di bidang polisi pamong praja;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang polisi pamong

praja, dan

(1)

(2)

(1)

(2)
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d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 10
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah

Pasal 21

(1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentiasi Daerah merupakan
unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah;

(2) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah dipimpin oleh
seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

(1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumenlasi Daerah mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah;

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), Kanlor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah
mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, arsip dan
dokumentasi daerah;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerinlahan
daerah di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan,
arsip dan dokumentasi daerah; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 11

Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 23

(1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung tugas
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Pemerintah Daerah;
(2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang

berada dibawah dan bertangg ungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 24

(1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaankebUakan daerah di bidang pelayanan
kesehatan,

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan

daerah di bidang pelayanan kesehatan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan

kesehatan: dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Penjabaran tugas dan fungsi sebagaimana dimasud dalam Pasal 4 ayat
(1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat
(2), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal
14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat
(1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (1\ dan
ayal (2), Pasal24 ayat (1) dan ayat(2), dalam bentuk uraian tugasjabatan,
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Paragral 'l

Inspektorat
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Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

a. Inspektur;
b. Sekretariat, terdiri dari :

1) Sub. Eagian Perencanaan;
2) Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
3) Sub. Bagian Administrasi dan Umum.

c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :

1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.

d. Inspektur Pembantu Wilayah ll, terdiri dari :

1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
2\ Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
3) Seksa Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.

e. Inspektur Pembantu Wilayah lll, terdiri dari :

1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan)

f. Inspektur Pembantu Wilayah lV
1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
3) Seksi Pengawas .Pemerinlah Bidang Pembangunan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran l, dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Parcgraf 2
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Penanaman Modal

Pasal 27

(1) Susunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Penanaman Modal, terdiri dari:
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a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari :

1 ) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
2l Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
3) Sub. Bagian perencanaan program.

c. Bidang Penelitian dan pembangunan, Data, Evatuasi dan
Pengendalian, terdiri dari :

1) Sub Bidang penelitian dan pembangunan; dan2) Sub Bidang Evaluasi dan pengendalian.
d. Bidang Ekonomi, terdiri dari :

1) Sub Bidang perencanaan Ekonomi l; dan
2) Sub Bidang perencanaan Ekonomi ll.

e. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :

1) Sub Bidang perencanaan Sosial Budaya l; dan2) Sub Bidang perencanaan Sosial Budava ll.f. Bidang Pengembangan Wilayah dan Infrasi*tur, terdiri dari1) Sub Bidang perencanaan pengembangan Wilayah dan
Infrastruktur l; dan

2) Sub Bidang perencanaan pengembangan Wilayah dan
Infrastruktur ll.

g. Bidang Penanaman Modaldan Kerjasama pembangunan, ierdiri
dari :

1) Sub Bidang penanaman Modal; dan
2) Sub Bidang Kerjasama pembangunan; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Badan perencanaan pembangunan

Daerah dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) tercantum dalam Lampiran ll, dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

paragraf 3
Badan Kesatuan Bangsa; politik
dan perlindungan Masyarakat

Pasal 28

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, poltik dan
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Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

a. Kepala Badan:
b. Sekretariat, terdiri dari :

1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
3) Sub. Bagian Perencanaan Program.

c. Bidang ldeologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri darr :

1 ) Sub Bidang ldeologi; dan
2) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.

d. Bidang Penanganan Masalah Strategis Daerah, terdiri dari :

1) Sub Bidang Kewaspadaan; dan
2) Sub Bidang Penanganan Konflik.

e. Bidang Politik, terdiri dari :

1 ) Sub Bidang Ketembagaan politik; dan
2) Sub Bidang Etika Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.

f. Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan, terdiri dari
1) Sub Bidang Bimbingan Mitigasi; dan
2) Sub Bidang Penanggulangan.

g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, politik dan
Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
tercantum dalam Lampiran lll, dan merupakan bagian yang tidak
terprsahkan dari Peraturan Daerah ini.

Parcgraf 4
Badan Lingkungan Hidup Daerah

Pasal 29

(1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah, terdiri atas:
a. KeDala Badan:
b. Sekretariat, terdiri dari :

1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
3) Sub. Bagian Perencanaan Program.

c. Bidang Analisa Dampak Lingkungan, terdiri dari :
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1 ) Sub Bidang Pembinaan Teknis AMDAL; dan
2) Sub Bidang Anatisis dan Evaluasi AMDAL;

d. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan penataan Lingkungan,
terdiri dari :

1) Sub Bidang Pengawasan, pengendalian, pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan; dan

2l Sub Bidang Penataan Lingkungan.
e. Bidang Pemantauan dan Konservasi Sumberdaya Alam, terdiri

dari :

1) Sub Bidang Pemantauan; dan
2) Sub Bidang Konservasi Sumberdaya Alam.

f. Bidang Pengembangan Kapasitas, Data dan Kelembagaan,
terdiri dari :

1) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Data; dan
2) Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan.

g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran
lV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
Daerah ini.

Paragraf 5
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 30

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerrntahan Desa, terdiri dari :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari :

1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
3) Sub- Bagian Perencanaan Program.

c. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, lerdiri dari :

1) Sub Bidang Pembinaan Administrasi, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Desa/ Kelurahan; dan
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2\ Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas
Aparatur Desa/ Kelurahan.

d. Bidang Pemberdayaan Adat dan pengembangan Kehidupan
Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari. :

1) Sub Bidang pemberdayaan Adat lstiadat dan
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan

2) Sub Bidang Pengembangan partisipasi dan pelatihan
Masyarakat.

e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, terdiri dari :

1) Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat; dan
2) Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Kelompok

Masyarakat.
f. Bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri

dari
1) Sub Bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam;
2) Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.g. Unit Pelaksana Teknis Badan: dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(4) Bagan Susunan Organisasi Badan pemberdayaan Masyarakal dan

Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
tercantum dalam Lampiran V, dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dad Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Badan Keluarga Berencana

dan Pemberdayaan perempuan

Pasal 31

(1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :

a. Keoala Badan:
b. Sekretariat, terdiri dari :

1 ) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
3) Sub. Bagian Perencanaan program.

c. Bidang Informasi Keluarga dan pemaduan Kebijakan program,
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terdiri dari :

1) Sub Bidang pengotahan dan pemaduan Kebrjakan pro_
gram; oan

2) Sub Bidang pelaporan dan Statistik.
d. Eidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri

dari :

1) Sub Bidang Remaja dan perlindungan Hak_hak
Reproduksi: dan

2) Sub Bidang Jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana.
e. Bidang Keluarga Sejahtera dan pemberdayaan, terdiri dari :1) Sub Bidang peningkatan Kesejahteraan Keluarga; oan2l Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga.
f. Bidang Advokasi dan pembinaan Institusi, terdiri dad

1) Sub Bidang pembinaan Institusi Masyarakat; dan
2) Sub Bidang Advokasi dan KlE.

g. Bidang Pengarusutamaan Gender dan penguatan Lembaga/
Organisasi, terdiri dari :

1) Sub Bidang pengarusutamaan Gender; dan
2) Sub Bidang Penguatan Lembaga/Organisasi dan Dunia

Usaha
h. Bidang Kualitas Hidup dan pedindungan perempuan, terdiri dari :1) Sub Bidang Kualitas Hidup perempuan; dan

2) Sub Bidang perlindungan perempuan.
i. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari :

1) Sub Bidang Perlindungan Hak-hak Anak; dan
2) Sub Bidang Data dan Informasi.

j. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
k. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
tercantum dalam Lampiran Vl, dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Badan Kepegawaian Daerah
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Pasal 32

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :

a. Kepala Badan:
b. Sekretariat. terdiri dari :

1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
3) Sub. Bagian Perencanaan Program.

c. Bidang Mutasi dan Data, terdiri dari :

1) Sub Bidang Mutasi; dan
2) Sub Bidang Data.

d. Bidang Pengembangan dan Disiplin, terdiri dari :

1) Sub Bidang Pengembangan; dan
2) Sub Bidang Disiplin.

e. Bidang Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan pensiun, terdiri
dari :

1) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil; dan
2) Sub Bidang Pensiun.

f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :

1) Sub Bidang Analisa Kebutuhan pendidikan dan pelatihan:
oan

2) Sub Bidang Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan,
Teknis dan Fungsional.

g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran
Vll, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
Daerah ini.

Paragraf 8
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana penyuluhan

Pasal 33

(1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan pelaksana
Penyuluhan, terdiri dari :
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a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dan :

1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
3) Sub. Bagian Perencanaan Program.

c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri dari :

1) Sub Bidang Ketersediaan Pangan; dan
2) Sub Bidang Kerawanan Pangan.

d. Bidang Distribusi dan Harga Pangan, terdiri dari :

1) Sub Bidang Distribusi Pangan; dan
2) Sub Bidang Harga Pangan.

e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari :

1) Sub Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
2) Sub Bidang Keamanan Pangan.

f. Eidang Penyuluhan Pertanian;
g. Bidang Penyuluhan Perikanan dan Kelautan;
h. Bidang Penyuluhan Kehutanan;
i. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan
Pelaksana Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
tercantum dalam Lampiran Vlll, dan merupakan bagian yang tidak
teroisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 34

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

a. Kepala Satuan;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pembinaan Operasional;
d. Seksi Pembinaan Kapasitas; dan
e. Seksi Pengamanan dan Pengawalan.
Bagan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran

(1)

(2)
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lX, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
Daerah ini.

paragraf 10
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah

Pasal 35

(1) Susunan Organisasi Kantor perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Daerah. terdiri dari:
a. Kepala Kantor:
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pembinaan Teknis perpustiakaan;
d. Seksi Pengelola Layanan Arsip dan Dokumentasi: dane. Seksi Akuisisi dan Bahan pustaka.

(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tercantum dalam Lampiran X, dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

paragraf 11
Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 36

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :a. Direktur;
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
3) Sub. Bagian Perencanaan program.

c. Bidang Keperawatan, terdiri dari :

1) Seksi Bimbangan Asuhan Keperawatan: dan
2) Seksi Bimbingan Klinik Keperawatan..

d. Bidang Pelayanan Medis dan penunjang Medis, terdiri dari :1) Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap: dan
2) Seksi Pelayanan penunjang Medis..
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(2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran
Xl, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
Daerah ini.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 37

Kelompok Jabatan fungsional pada Inspektorat, Badan, Kantor dan
Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan keterampilan
dan keahliannya.
Pasal 38
(1) Kelompok Jabatan Fungsionalterdiri dari sejumlah tenaga fungsional

yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang_
undangan.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat
dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Inspektur, Kepala Lembaga
Teknis Daerah dan Direktur dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Jumlah tenaga fugsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (.1)
ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban keria.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATAKERJA

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan
kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun
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antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah Daerah serta oengan
instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya masing_
masrng.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

pasal 40

Setiap pimplnan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin
dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas
bawahannya;
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi
dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka
pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib
mengadakan rapat berkala.

Pasal 41

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing_
masrng, serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai banan
penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk
dan bahan penilaian kerja terhadap bawahan;
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi
lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 42

Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Satuan. oan
Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, atas usul Sekretans
Daerah dari Pegawal Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan tata
cara menurut ketentuan yang berlaku;
Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Sub

(1)

(2)
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bagian daangkat dan diberhentikan oleh Bupati, atas usul Kepala Dinas
dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan tata cara yang
ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

(3) Berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati, Kepala Sub
bagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekrelaris Daerah,
atas usul Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan tata cara yang
ditetapkan dalam ketenluan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 43

Dalam hal lnspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Satuan dan
Direktur berhalangan, tugas dan tanggungjawabnya dilaksanakan oleh
Kepala Sekretariat dan/atau Kepala Bidang menurut seniorilas
kepangkatan dan ditetapkan oleh Sekrataris Daerah atas pelimpahan

kewenangan oleh Bupati.

BAB VI
PEMBIAYMN

Pasal 44

Anggaran Belanja masing-masing Lembaga Teknis Daerah Daerah

dibebankan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belania

Daerah Kabupaten Donggala.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Segala ketentuan yang telah ada, yang mengatur lentang organisasi

da; tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala sepanjang

tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap

berlaku.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2000
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan
Pertanian (BIPP) Kabupaten Donggala;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
berbentuk Badan Kabupaten Donggala, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 19 Tahun
2006 tentang Perubahan Ketiga Alas Peraturan Daerah Kabupaten
Donggala Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja
Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Kabupalen Donggala;

c- Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
berbentuk Kantor Kabupaten Donggala, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 21 Tahun
2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Donggala Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja
Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor Kabupaten Donggala;
dan

d. Peraturan Daerah Kabufaten Donggala Nomor 4 Tahun 2006
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
Kabelota Kabupaten Donggala, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Donggala.
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Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 23 Juli 2008

BUPATI DONGGALA,

rtd

HABIR PONULELE

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 23 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

KASMUDDIN HALUDDIN

LEMB/AMN NAEMH IGBUPATEN DONGGATATAIIUN 2OOB NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH KAB. DONGGALA

MUZAKIR PANTAS, SH., MH

NIP: 570 011 849
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